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SUKSESKAN PILGUB SUMUT 2024, PJ GUBERNUR HASSANUDIN 

SERAHKAN HIBAH DAERAH KE KPU DAN BAWASLU SUMUT 
 

Sumber Gambar: https://indonesiakini.go.id 

 

MEDAN-Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Hassanudin 

menyerahkan hibah berupa alokasi anggaran untuk pengawasan dan penyelenggaraan 

Pemilihan Gubernur (Pilgub) Sumut Tahun 2024 kepada Komisi Pemilihan Umum 

(KPU) Sumut dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sumut. 

Hal itu ditandai dengan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara 

Pj Gubernur Sumut Hassanudin dengan Ketua KPU Sumut Agus Arifin dan Ketua 

Bawaslu Sumut Aswin Diapari Lubis, di Kantor Gubernur Sumut, Jalan Pangeran 

Diponegoro Nomor 30 Medan, Rabu (15/11). 

"Pelaksanaan kegiatan penandatanganan hibah daerah penyelenggaraan dan 

pengawasan Pemilihan Gubernur Sumut tahun 2024 pada hari ini, merupakan wujud 

sinergitas antara Pemprov Sumut dan penyelenggara Pilkada. Sehingga semua tahapan 

Pilkada berjalan baik dan lancar," kata Hassanudin. 

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut mengalokasikan anggaran pada 

penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Sumut Tahun 2024 sebesar Rp705,9 miliar kepada 

KPU Sumut. Anggaran tersebut bersumber dari belanja hibah pada P-APBD Sumut tahun 

anggaran 2023 sebesar Rp 247,08 miliar dan APBD Sumut tahun anggaran 2024 sebesar 

Rp 458,8 miliar. 

https://indonesiakini.go.id/
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Kemudian Pemprov Sumut mengalokasikan hibah untuk Bawaslu Sumut sebesar 

Rp223,8 miliar. Anggaran itu juga bersumber dari P-APBD Sumut tahun anggaran 2023 

sebesar Rp78,3 miliar dan APBD Sumut tahun 2024 sebesar Rp145,4 miliar. 

Hassanudin mengatakan, pelaksanaan Pemilu dan Pilkada 2024 di Sumut akan 

menjadi sorotan dan barometer suksesnya pelaksanaan Pemilu dan Pilkada 2024 secara 

nasional. Hal ini, katanya, dikarenakan masyarakat Sumut yang heterogen, yang 

merupakan miniatur dari Indonesia. Selain itu, Sumut merupakan provinsi keempat 

terbanyak pemilihnya. 

"Kondisi ini merupakan tantangan yang dapat menimbulkan berbagai kerawanan 

Pemilu. Untuk itu diperlukan usaha dan komitmen kita semua agar pelaksanaan Pemilu 

dan Pilkada tahun 2024 di Sumut berjalan dengan baik dan sukses," ucap Hassanudin. 

Selaku Kepala Daerah Provinsi Sumut, Hassanudin menegaskan, sejumlah pesan 

penting dalam rangka pelaksanaan Pemilu dan Pilkada serentak tahun 2024. Pesan yang 

ia sampaikan seperti melaksanakan tugas dan fungsi dengan senantiasa berpegang pada 

peraturan dan ketentuan, menjaga integritas dan profesional dengan menjunjung tinggi 

netralitas berdasarkan undang-undang selama berlangsungnya tahapan Pemilu dan 

Pilkada 2024. 

"Tidak mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap 

pasangan calon yang menjadi peserta Pemilu dan Pilkada, tidak menggunakan fasilitas 

negara dalam rangka menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama 

masa Pemilu dan Pilkada, melakukan deteksi dini potensi konflik di tengah masyarakat 

untuk mengantisipasi kerawanan Pemilu dan Pilkada. Menjaga kondusivitas dengan 

menghindari hoaks, politik identitas, dan money politik, serta ujaran kebencian yang 

mengandung SARA. Kemudian mendorong masyarakat untuk dapat menggunakan hak 

pilih sebagai warga negara yang baik," terangnya. 

Sebelumnya Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Sumut Ardan Noor 

melaporkan pembagian pendanaan pemberian hibah daerah untuk Pemilihan Gubernur 

Sumut merupakan komitmen Pemprov Sumut dalam menyukseskan Pemilu 2024. 

"Tentunya untuk menciptakan wilayah yang kondusif, mewujudkan sinergitas kepada 

penyelenggara Pilkada sehingga berjalan dengan lancar," pungkasnya. 

 

Sumber Berita: 

1. https://diskominfo.sumutprov.go.id/artikel-7066--sukseskan-pilgub-sumut-2024-pj-

gubernur-hassanudin-serahkan-hibah-daerahke-kpu-dan-bawaslu-sumut.html, Rabu 

15 November 2023 

https://diskominfo.sumutprov.go.id/artikel-7066--sukseskan-pilgub-sumut-2024-pj-gubernur-hassanudin-serahkan-hibah-daerahke-kpu-dan-bawaslu-sumut.html
https://diskominfo.sumutprov.go.id/artikel-7066--sukseskan-pilgub-sumut-2024-pj-gubernur-hassanudin-serahkan-hibah-daerahke-kpu-dan-bawaslu-sumut.html
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2. https://indonesiakini.go.id/berita/9492811/sukseskan-pilgub-sumut-2024-pj-

gubernur-hassanudin-serahkan-hibah-daerah-ke-kpu-dan-bawaslu-sumut, Rabu 15 

November 2023 

 

Catatan Berita: 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, 

Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali 

diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang 

Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang 

Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang  

Pasal 1  

Angka 1. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta 

Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah 

pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk 

memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta 

Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis. 

Angka 7. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga 

penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-

undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang 

diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan 

berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini. 

Angka 8. KPU Provinsi adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana 

dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara 

pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan 

Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam 

Undang-Undang ini. 

Angka 10. Badan Pengawas Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah 

lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi 

penyelenggaraan pemilihan umum di seluruh wilayah Negara Kesatuan 

Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang 

mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas 

dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan 

ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini. 

https://indonesiakini.go.id/berita/9492811/sukseskan-pilgub-sumut-2024-pj-gubernur-hassanudin-serahkan-hibah-daerah-ke-kpu-dan-bawaslu-sumut
https://indonesiakini.go.id/berita/9492811/sukseskan-pilgub-sumut-2024-pj-gubernur-hassanudin-serahkan-hibah-daerah-ke-kpu-dan-bawaslu-sumut
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Angka 16. Bawaslu Provinsi adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang 

bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah provinsi 

sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai 

penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam 

pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil ubernur 

berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini. 

 

Pasal 116  

(1) Pendanaan kegiatan Pemilihan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah, dan dapat didukung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendanaan kegiatan Pemilihan yang bersumber dari 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diatur dengan Peraturan Menteri. 

 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 Tentang Pendanaan 

Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Wali Kota Yang Bersumber Dari 

Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 Tentang Pendanaan 

Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Wali Kota Yang Bersumber Dari 

Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah 

Pasal 1 Angka 8, 13, dan 14 

Angka 8. Pendanaan Kegiatan Pemilihan adalah penyediaan dana untuk kebutuhan 

kegiatan pemilihan gubernur dan wakil gubernur bagi provinsi, pemilihan 

bupati dan wakil bupati bagi kabupaten, serta pemilihan wali kota dan wakil 

wali kota bagi kota, yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja 

daerah dan dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Angka 13. Belanja Hibah Kegiatan Pemilihan adalah belanja yang dianggarkan dalam 

APBD untuk diberikan kepada KPU Provinsi, Bawaslu Provinsi, KPU 

Kabupaten/Kota dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota dalam rangka Pendanaan 

Kegiatan Pemilihan yang dituangkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah. 

Angka 14. Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang selanjutnya disingkat NPHD adalah 

Naskah Perjanjian Hibah yang bersumber dari APBD antara Pemerintah 

Daerah dengan penerima Hibah. 
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Pasal 2 Ayat (1) 

(1) Pendanaan Kegiatan Pemilihan gubernur dan wakil gubernur dibebankan pada 

APBD provinsi. 

 

Pasal 3 

(1) Pendanaan Kegiatan Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, mengikuti dan 

dilaksanakan melalui tahapan pengelolaan dana kegiatan Pemilihan. 

(2) Tahapan pengelolaan dana kegiatan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

meliputi: 

a. penganggaran; 

b. pelaksanaan dan penatausahaan; 

c. pelaporan; dan 

d. pertanggungjawaban. 

 

Pasal 7 Ayat (1) 

(1) Penganggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, untuk 

Pendanaan Kegiatan Pemilihan gubernur dan wakil gubernur diusulkan oleh KPU 

Provinsi dan Bawaslu Provinsi kepada gubernur. 

 

Pasal 13 

(1) Belanja Hibah Kegiatan Pemilihan gubernur dan wakil gubernur kepada KPU 

Provinsi dan Bawaslu Provinsi dituangkan dalam NPHD dan ditandatangani oleh: 

a. gubernur dengan Ketua KPU provinsi; dan 

b. gubernur dengan Ketua Bawaslu provinsi. 

(2) Belanja Hibah Kegiatan Pemilihan bupati dan wakil bupati/wali kota dan wakil wali 

kota kepada KPU Kabupaten/Kota dan Bawaslu Kabupaten/Kota dituangkan dalam 

NPHD dan ditandatangani oleh: 

a. bupati/wali kota dengan Ketua KPU kabupaten/kota; dan 

b. bupati/wali kota dengan Ketua Bawaslu kabupaten/kota. 

(3) Penandatanganan NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), 

dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tahapan Pemilihan dimulai. 

(4) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat ketentuan 

mengenai: 

a. pemberi dan penerima Hibah; 

b. tujuan pemberian Hibah; 

c. besaran dan rincian penggunaan dana Hibah Kegiatan Pemilihan; 
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d. hak dan kewajiban; dan 

e. tata cara penyaluran Hibah. 

(5) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilampiri dengan pakta integritas dari 

penerima Hibah yang menyatakan bahwa Hibah yang diterima akan digunakan sesuai 

dengan NPHD. 

(6) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (5), menggunakan format NPHD 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan 

dari Peraturan Menteri ini. 

 

Pasal 22 

Pengawasan atas penggunaan dana Hibah kegiatan Pemilihan gubernur dan wakil 

gubernur dan Pemilihan bupati dan wakil bupati/wali kota dan wakil wali kota dilakukan 

oleh APIP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 24A 

(1) Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan, dan 

pertanggungjawaban belanja Hibah Kegiatan Pemilihan oleh Pemerintah Daerah 

berpedoman pada Peraturan Menteri ini sesuai dengan mekanisme pengelolaan 

APBD. 

(2) Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan, dan 

pertanggungjawaban belanja Hibah Kegiatan Pemilihan oleh KPU Provinsi, Bawaslu 

Provinsi, KPU Kabupaten/Kota dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota berpedoman 

pada peraturan perundang-undangan yang mengatur pengelolaan anggaran 

pendapatan dan belanja negara. 

(3) Pemerintah Daerah wajib menganggarkan belanja Hibah Kegiatan Pemilihan dalam 

tahapan penganggaran APBD dan/atau perubahan APBD sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1), sesuai dengan kebutuhan pendanaan Kegiatan Pemilihan yang 

tercantum dalam NPHD berdasarkan hasil pembahasan bersama sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dengan tahapan penganggaran sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 9. 

(4) Tata cara pertanggungjawaban belanja Hibah Kegiatan Pemilihan oleh Pemerintah 

Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengikuti ketentuan dalam asal 18 ayat 

(1) dan ayat (2), tanpa adanya kewajiban bagi KPU Provinsi, Bawaslu Provinsi, KPU 

Kabupaten/Kota dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota menyampaikan bukti 

pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 


